
BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 
NOMOR 119 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS TELAAH SEJAWAT EKSTERN 
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 

BUPATI INDRAMAYU, 

Menimbang a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan 
efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP), diperlukan suatu program 
pengembangan dan penjaminan kualitas APIP yang 
dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain dalam 
bentuk telaah sejawat ekstern oleh APIP lain; 

b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan langkah 
kerja dalam mengoordinasikan dan melaksanakan telaah 
sejawat ekstern antar APIP, perlu menyusun suatu 
pedoman telaah sejawat ekstern APIP; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati. 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

tentang 
(Lembaran 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Karban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Karban 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5602); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 1 12 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 



Republik Negara 

12 Tahun 2017 

dan Pengawasan 
Daerah (Lembaran 

Tahun 2017 Nomor 
Negara Republik 

Nomor 

Lembaran 215,  Tambahan 
Indonesia Nomor 5357); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah 

· tentang Pembinaan 
Penyelenggaraan Pemerintah 
Negara Republik Indonesia 
73, Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 6041) ;  

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Displin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6718 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

13.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Secara Nasional; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani di Instansi Pemerintahan; 

15 .  Peraturan Bupati Indramayu Nomor 14 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 
Indramayu; 

16 .  Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27.3 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penanganan Audit lnvestigatif atas 
Pelimpahan Laporan/Pengaduan dari Aparat Penegak 
Hukum serta Masyarakat di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Indramayu. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TELAAH 
SEJAWAT EKSTERN APARAT PENGAWASAN INTERN 
PEMERINTAH. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Indramayu; 
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah 

yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri 



atas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 
Inspektorat Jenderal (ltjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat 
Pemerintah Kabupaten/Kota; 

6. APIP Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan 
sejawat terhadap APIP lain; 

7. APIP yang ditelaah adalah APIP yang ditunjuk oleh Inspektur untuk 
dilakukan telahaan sejawat oleh APIP lainnya; 

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu; 
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Indramayu; 
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti 

yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan 
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 
efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah. 

1 1 .  Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan dan 
mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan 
terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan 
tindakan hukum selanjutnya. 

12.  Auditi/Obyek Pengawasan adalah orang/instansi pemerintah yang 
dilakukan pengawasan oleh APIP. 

13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern 
pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya 
terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

14 .  Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 

Pasal 2 

(1 )  Pedoman teknis telaah sejawat ekstem Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Pedoman teknis telaah sejawat ekstem Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 3 

(1)  Pedoman teknis telaah sejawat ekstern Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  digunakan sebagai 
panduan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan telaah sejawat 
ekstern antar APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 



(2) Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat menjadi dasar 

penyusunan pedoman penilaian intern atas kualitas pengawasan intern 

dilingkungan APIP masing-masing. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang 

Peraturan Bupati ini 

Kabupaten Indramayu. 

mengetahuinya, memerintahkan 

dengan penempatannya dalam 

pengundangan 

Berita Daerah 

Ditetapkan di Indramayu 

Pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI INDRAMAYU 

NINA AGUSTINA 

Diundangkan di Indramayu 

Pada tanggal 31 Desmbr 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN lNDRAMAYU 

Cap/TtA 

RINTO W ALUYO 
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(2) Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat menjadi dasar 

penyusunan pedoman penilaian intern atas kualitas pengawasan intern 
dilingkungan APIP masing-masing. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang 
Peraturan Bupati ini 
Kabupaten Indramayu. 

mengetahuinya, memerintahkan 
dengan penempatannya dalam 

pengundangan 
Berita Daerah 

Ditetapkan di Indramayu 
Pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI INDRAMAYU 

NINA AGUSTINA 

Diundangkan di Indramayu 
Pada tanggal 31 D-amber 721 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 

Cap/Tt1 

RINTO WALUYO 

BERlTA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
TAHUN 2021 NOMOR 119 


